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TENTANG
PENIBENTUKAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN DAN PEMERI SA BARANG
DAN JASA LINGKUP SEKRETARIAT DINAS PEMB RDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESIS|R SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018 |

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN|MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerima |hasil pekefjaan dilingkup
Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyaraat dan Desa,
Pengendalian Penduduk| dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran|2018, maka periu dibentuk tim
penerima hasil pekerjaan dan pemeriksa Bafang dan Jasa
dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk| dan Keluarga Berendana Kabupaten
Pesisir Selatan;

b. bahwa untuk pembentukan Tim|Penerima hasi pekerjaan dan
Pemeriksa Barang dan |Jasa tersebut diatas,
dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan|Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Pendudyk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor | 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam |lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun
1956 Nomor 25 ) jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957
(Lembaran Negara Repyblik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 )
jo Undang-undang Nompr 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 08, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 3);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 te tang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indon
Nomor 47, Tambahan |Lembaran | Negara R
Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor|1 Tahup 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan [Lembaran Negara Retublik Indonesia
Nomor 4355) ;
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busan disampaikan kepada Yth :
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Dagrah Kab.k

Badan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selat
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda K
Sdr. Panitia yang bersangkutan di Tempat.

sebagaimana nama-nama teflampir dalam lampiran

Keputusan ini.

Tim Penerima hasil pekerjaan dan

mempunyai tugas dan tanggul

1. Memeriksa barang sesuali

Kerja/Kontrak, baik secara 1

2. Membuat Berita Acara Hasi
3. Berdasarkan hasil pemel
bahwa barang tersebut de

terimakan antara Penyedia Jas

Anggaran.
4. Membuat Laporan Hasil Pg

iksaan,
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pat diterima atau tidak

meriksaan.

| Pada Surat

Pemeriksa Bargng dan Jasa

hg jawab sebagai berikut :
administrasi dengan Sprat Perjanjian

isik maupun secara adnjinistrasi.
Pekerjaan,
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a dengan Kuasa Pengguna

eluarkan Suraf Keputusan ini

inas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, Pengendalian Penduduk dan eluarga Berengana Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun Anggafan 2018.
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apabila terjadi kekeliruan dalam
perbaikan sebagaimana mestinya.
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KEPALA

HAMDI, §.PtM.Si

NIP. 19740530 200003 1 005




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PE ERDAYAAN ASYARAKAT DAN
DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NOMPDR 414/ 18 ISKIDPMDPP&KB-PS/2018

TANGGAL : MARET 2018

TENTANG - PEMBENTUKAN TIM PENERIMA HASIL EKERJAAN DAN
PEMERIKSA BARANG AN JASA LINGKUP DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BUPATEN PESISIR
SELATAN.

NO NAMA/NIP JABATAN KETERANGAN

1 Rini Delfi Parma Kasubad Umum dan Kepegawaian Ketua

NIP. 19681225 199003 2 005 | DPMDPP&KB Kab. Pesisir Selatan

2.| | Febriyandi Staf DPMDPP&KB | Kab. Pesisir Anggota
NIP. 19750209 199403 1 001 | Selatan

3.| | Elsa Junaida, SH Staf DPMDPP&KB Kab. Pesisir Anggota
NIP. 19790604 200701 2 009 | Selatan

4.| | Abdul Hamid, SP Kasubag Perenganaan dan Anggota
NIP. 19751214 200801 1 009 | Pelaporan DPMDPP&KB Kab.
Pesisir $elatan
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